)

BUEAT! SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
FPERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PENJAPARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI SLEMAN,

mnimbang: bahwa uniuk melaksanalktan ketentuan Pasal & Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatann dan Belanja Daerah
Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014, perlu menstapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Xabupaten Sleman Tahun

Anggaran 2014,

angingat © 1. Undang-Undang  Nomor 15  Tahun 1950  tentang
Pembenrukan Dagrah Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Istimewa Yopvakarta (Berita Negara Tahun 1930
Momor 44
2. Undanp-Undang Nomor 28 Tabun 1999  tentang
Penvelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 3851];

I R A
I DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



Undang-Undang Nomor 17 Talun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003,
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nemor 4286}

Undang-Undang  Nomor 1  Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tatun 2004 Nomor 3 Tambshan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nofmor 4355);

Undang-Undang Normor 13 Tz=hun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400y,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 04, Tarmbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Penmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daeraly (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nommor 4438%

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesiza Tzshun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembarsn
Negara Indoncsia Nomor S049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Megara Republik Inconesia
Tabnum 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nemor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Penggant Uadang-Undeng
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ataes Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentansg Pemerintahan
Daerah {Lembaran Megara Republic indonesia Tahun 2014
Nomor 24&, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S589);




10.

Peraturan Perperintah  Neomor 32 Tehun 1350 tentang
Penetspan  Mulai  Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12,13,14 dan 15 dart Hal Pembentukarn Daers -
Daerah Kabupaten & Jawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istiimewa Yogyakarta {Berita Negara Tahun 1950
Nomor 59}

iL.Peraturan Pemerintah Nomer 109 Tahun 2000 tentang

12,

13.

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepsala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomeor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 4028}

Peraturan Pemerintsh Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Ralkyat Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatum 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418}
sebagaimana tclah  diubah  terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Takun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomar 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Raliyat Daerah  (Lembaran
Negara Recpublik Indonesia Tahun 2007 Nomar 47,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik  [ndonesia
Nomor 4713);

Peratiran Pemermtah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Fengelolaan Keuangan Badan Layanan Umumn sebagaimana
telah diubah dengan Peratiran Pemerintah Nomer 74 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahuno 2005  tentang

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 4503),




15.

18,

i7.

18.

[9.

20,

21,

2

Peraturan Pemermtah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Nemor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tenteng Dana
Perimbangan {Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45754

Peraturan Permnerintah Nomor 56 Tahuin 2005 tentang Sistern
Informasi Keuangan Daerah (Lembaren MNegara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negam Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tghun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomer 150, Tambahan Lembaren Negara
Republikk Indonesia Nomor 4585);

Peratiwan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Fedoman  Pembinaan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daersh (Lembaran Negara Repubfk Indonesia
Tahun 2005 Neomeor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemenintah Nomor & Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinega Instansi Pemerintah
[Lembaran KNegara Republik Indonesiz Talhmm 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Neomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);




23.

24,

26,

Peraturan Mentent Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelulaan Keuangan Thaerah
sebagaimana telah diubah teralthir denpan  Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menterf Dalam Neperi
Normor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangean Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
rentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
se¢hagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalem
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tghun 2011
tentang Pedoman Pemnberian Hibah dan Bantuan Sosial vang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nommor 19 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004
Nomor 23 SBen k) sebagaimansa telah diubah tarakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daersh Kabupaten
Sleman Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Kewangan Pimpinan dan Angpota Dewan
Perwakilan Daeralh: Kabupaten Slkeman (Lembaran Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 2 Serji E)

Peraturan Daerah  Kabupaten Slerman Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
{Lembaran  Daerah Ksbupaten Sleman Talmn 2008
Nomor 2 Seri &)

. Peraturan Daerah  Kabupaten Sleman Nomor 8

Tabun 2008 rentang Urusan Pernerintah Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman [Lembaran
Daeral Kabupaten Steman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);




28. Peratlyan Dasrah  Kabupaten  Sleman Nomor 17
Talms 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bleman Tahun  Angparan 2014
{Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomer 3
Seri A

<9, Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sleman  Nomor
Tabun 2014 tentang Perubahan Angparan Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Shkman Tshun Anggaran 2014
(Lermbaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor

Seri Aj;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FPENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN  PENDAPATAN DAN  BELANJA DAERAH
KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2014,

Pasal 1

inggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun
inggaran 2014 setelah perubahan sebagati berilcut:
1 Pendapalan Daerah:

L Semula evimiiiiii i e Rp 1.869.702.735173,24
2. Bertarmnbah ........ ...l Rp 99.471.465.144 .46
Jumlah pendapatan daerah setelah
PEMUIDARAN ciiriitichihimsmsniatizisessiiniea Rp 1.969,264.200.317 .70
1 Belanja Daerah
1. Semuda .ovvivniiiere o Bp 1978674 . 626620,63
2. Bertambah ......... ... e, Rp 309.971.229.839,93
Jumlah belanja daerah
setelah perubahan .....ococi. Rp2.288645.856.460,56
Defisit setelah perubahan . ............... ... Ep (319.3815656.142 86)

Pemblayaan Daerah
1. Penerimaan pembiayaan
a) Semula ........oooiiiieiiiin e Rp 109.019891.447 39
B Bertambah ..., Rp 322.3332.578.17247
Jumlah penerimazn pembia Aan
setelah perubahan ............ Rp 431.35946%9619 86




2. Pengeluaran pembiayaan

8 SRR et sansakecssussnesesoteire: Rp 138.000.000,00
B Bertambalii. .o Rp__111.839.813477.00
Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan.........ooeoeeoen ... Rpl 11,977 .813.4 77 00
Jumlah pembiayaan netto. ... Rp  319.381.656142,86
Pasal 2

Rincian penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalarp lampiran vyang

merupakan baglan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini rmulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatan dalam Bersita Daerah Kabupaten Slemarn.

Ditetapkan di Sleman
pade tanggal 27 Oktober 2014
L ¥

Diundangkan di Sleman

pat:]:ﬂ. tanggal 27 Oktober 2014
e

=/ REYPATEN SLEMAN,

Tl
bl

BERITA DAERAH KAPBUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 2 3JERI 4
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